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Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-
sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tis
‘tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan
sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa menc:
sumbernya dalam teks. e

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya
terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan
bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai
ketentuan yang berlaku. 4
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah negara hukum Rechstaat, penjelasan hal tersebut dapat
dilihat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Suatu Kepastian hukum merupakan bagian supremasi tertinggi
dalam sistem hukumnya. Negara Indonesia merupakan salah satu Negara
hukum Rechstaat yang menjunjung tinggi hukum tersebut yang diwujudkan
dalam berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan serta tersusun secara
sistematik dalam kodifikasi atau kompilasi-kompilasi tertentu. Suatu proses
pembuktian maupun pemidanaan dalam tindak pidana yang terjadi harus

berdasarkan atas Undang-undang yang berlaku.

Di dalam pasal 351 ayat 3 KUHP mengatur mengenai penganiayaan
yang menyebabkan meninggal dunia. Adapun isi dari pasal tersebut adalah:
“jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7
tahun”. Namun apabila korban penganiayaan yang mengakibatkan meninggal
dunia anak dibawah umur maka diatur pula dalam pasal 80 ayat 3 Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut

dijelaskan bahwa: “dalam hal anak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2



mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)”.}

Pengaturan-pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan yang
mengakibatkan meninggal dunia sudah secara jelas diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana maupun Undang-undang Perlindungan Anak apabila
semua itu telah memenuhi unsur sebagai suatu tindak pidana, maka harus
dihukum sesuai dengan ancaman hukuman dengan mempertimbangkan
berbagai bukti-bukti yang ada demi rasa keadilan. Namun, di dalam sistem
hukum pidana Indonesia kita mengenal adanya alasan pembenar dan alasan

pemaaf.

Anak merupakan pihak yang sangat rentan yang menjadi sasaran tindak
kekerasan atau penganiayaan. Hal ini karena anak merupakan objek yang lemah
secara sosial dan hukum sehingga anak sering dijadikan bahan eksploitasi dan
pelampiasan tindak pidana karena perlindungan yang diberikan baik oleh
lingkungan sosial maupun negara terhadap anak. Begitu banyak jenis dan
bentuk kekerasan dan berbagai variannya diterima oleh anak-anak Indonesia,
seperti pada pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan,

trafficking, aborsi, dan juga pedofilia.?

! Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Jakarta: Raja Grafindo HIm. 35
2 Merry Magdalena. Melindungi Anak dari Seks Bebas, Jakarta: Gramedia Widiasarana
Indonesia, 2010, HIm. 40



Perlindungan terhadap hak-hak anak sebenarnya sudah dijamin oleh
pemerintah Indonesia dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah
Indonesia saat ini sudah memiliki beberapa instrumen hukum, baik itu yang
berasal dari hasil ratifikasi instrumen hukum internasional maupun dari
instrumen hukum nasional atau dalam negeri. Beberapa peraturan pemerintah
yang telah mengatur hak-hak di Indonesia diantaranya sebagai berikut:®
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan
Anak

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak

- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi
Konvensi Hak Anak

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia.

Melihat beberapa fakta yang ada dilapangan, dimana tindak pidana
kekerasan terhadap anak ini menjadi suatu kasus yang harus ditanggapi dengan

sangat serius, maka untuk memberi perlindungan terhadap anak dari berbagai

3 RM Ksatria Bhumi Persada, “Kekerasan Personal Terhadap Anak Jalanan Sebagai Individu
dalam Runag Publik: Studi Kasus Terhadap Tiga Anak Jalan Laki-laki Binaan Rumah Singgah Dilts
Foundation,” Skripsi Sarjana, Fakultas Krimnologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, HIm. 16



tindak pidana yang secara khusus dibentuk Undang-undang Nomor 17 Tahun
2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak. Mengenai pengaturan pidana terhadap tindakan
kekerasan terhadap anak secara khusus telah diatur dalam pasal 80 Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman,
ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dapat dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau
denda paling banyak Rp.72.000.000 (Tujuh Puluh Dua Juta).

2. Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) luka berat,
maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (Seratus Juta
Rupiah).

3. Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) mati, maka
pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah



4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud
dalam ayat (1), (2), dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut

orang tuanya.*

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukanya berbagai upaya
demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum yang secara nyata dalam
kehidupan sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bersmasyarakat dan juga bernegara.

1. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat pula
dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai
upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang sempit. Dalam
arti luas proses penegakan hukum itu dapat melibatkan semua subjek

hukum dalam setiap hubungan hukum tertentu.

2. Ditinjau dari sudut objeknya, dari segi hukumnya dalam hal ini,
pengertiannya juga mencakup makna yang sangat luas dan sempit.
Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan
yang hidup dalam bermasyarakat tetapi, dalam arti sempit, penegakan
hukum itu juga hanya menyangkut penegakan peraturan yang secara

formal dan tertulis saja.’

4 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.35 tahun
2014 tentang Perlindungan Anak

5 Jimly Ashidigie, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf,
diakses pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 19:31 WIB



Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik
Indonesia, antara lain menetapkan kedudukan polisi sebagai alat Negara yang
melaksanakan kekuasaan Negara di bidang kepolisian preventif dan represif
dalam rangka criminal justice system, dengan tugas utamanya adalah
pemeliharaan keamanan negeri. Tentunya, sebagai objek yang nyata dari
pengamanan itu adalah masyarakat, artinya diperlukan kerjasama dan juga

saling pengertian yang positif antara polisi dan masyarakat itu sendiri.

kekerasan yang dilakukan oleh polisi, bukan hal yang asing dapat kita
dengar dari berbagai media yang menyangkut kekerasan yang dilakukan oleh
anggota polisi tersebut, dan sudah menjadi suatu fenomena, bukan hanya dalam
balasan kasus saja yang dalam artian, bahwa kekerasan itu yang dilakukan oleh

polisi memang sudah sering terjadi secara publik.

Kasus tentang penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian,
yang dimana tindakan yang dilakukan itu berada diluar batas kewajiban dan
perkara yang harus ditangani. Kasus tersebut diantaranya kasus penganiayaan
yang dilakukan oleh salah satu anggota polisi terhadap salah seorang anak yang
menjadi korban penganiayaan hingga mengakibatkan anak tersebut meninggal.
Seperti pada contoh Putusan Nomor 969 K/Pid.Sus/2010/PN.Jakpus, yang
dilakukan oleh Maruhal Pandapotan Tobing alias Tobing, yang merupakan
salah seorang anggota kepolisian yang menjabat sebagai anggota SAMAPTA

Polres Metropolitan Jakarta Pusat yang sedang melakukan patroli di wilayah



Jakarta Pusat. Pada saat bersamaan sedang berlangsung balapan liar dengan
menggunakan sepeda motor, setelah itu Tobing melakukan pengejaran terhadap
para pelaku balap liar tersebut dan dapatlah salah seorang pembalap liar
tersebut, yang selanjutnya Tobing melakukan tugasnya untuk mengecek dan
menanyakan surat kelengkapan berkendara dari si korban yang bernama
Yudhistira Fauzi, dan korban tidak dapat menunjukkan semua kelengkapan
berkendara tersebut. Dan sewaktu Tobing ingin menanyakan kembali surat
kelengkapan berkendaranya, si korban hanya diam saja. Bahwa melihat hal
tersebut Tobing merasa kesal dan emosi dengan spontan menarik kaos korban
dengan tangannya dan kemudian melakukan penganiayaan dengan cara
melakukan pemukulan di dada, pundak, dan Tobing juga menendang kaki
korban sehingga korban pun terjatuh dan kepalanya terbentur ke aspal, untuk
selanjutnya sewaktu korban terbangun dan jatuh dan duduk dengan posisi
kedua kaki diselonjorkan saai itu kaki korban diinjak hingga patah. Setelah puas
menganiaya korban, Tobing kemudian pergi meninggalkan si korban dan
selanjutnya korban dibawa oleh warga kerumahnya dan keesokan harinya
dibawa ke rumah sakit Satya Negara Sunter Podomoro Jakarta, namun jiwanya
tidak tertolong lagi. Terhadap seorang anak, Yudhistira Fauzi.® Dan juga ada

satu lagi contoh kasus penganiayaan terhadap warga sipil namun diantaranya

®Direktori,https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/83423861c117fa9fc9a3e9b1ee0420

8d, Putusan Nomor 969 K/Pid.Sus/2010/PN.Jakpus, diakses pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 19.48

WIB


https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/83423861c117fa9fc9a3e9b1ee04208d
https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/83423861c117fa9fc9a3e9b1ee04208d

terdapat 1 orang anak sd yang juga di aniaya oleh AKBP Yusuf yang
merupakan salah satu anggota polisi di Bangka. Yang sesuai dengan kronologis
kejadian, AKBP Yusuf melakukan tindakan kekerasan karena tersulut emosi
ketika bertanya kepada kedua orang karena ketika ditanya KTP mereka
menjawab tidak ada dan begitu juga pula komplotan lainnya yang melarikan
diri menjawab tidak tahu. Atas dasar itulah, AKBP Yusuf melakukan tindakan
kekerasan terhadap kedua orang wanita yang dipukul dibagian dahi
menggunakan tangan, dipukul, dan ditendang sehingga mata kiri dan kanan
lebam dan juga anak sd yang masih dibawah umur tersebut dipukul juga pada
bagian dahi dan kepala sehingga mengakibatkan luka lebam pada muka dan
tangan kiri. AKBP Yusuf saat ini sudah menjalani pemeriksaan di Propam
Polda Jawa Barat dan juga telah dimutasi dari jabatannya dari Kasubdit Kilas
Ditpamobvit Polda Bangka Belitung.” Yang dimana Pada kasus tersebut,
anggota kepolisian tersebut yang melakukan penganiayaan sudah melanggar
sumpah kode etik yang ditetapkan dalam Peraturan Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian dan
pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia

" Hukum Online, https://m.hukumonline.com/berita/baca//lt5b48a1b09c854/sanksi-bagi-
oknum-polisi-yang-lakukan-kekerasan-kepada-masyarakat/, diakses pada tanggal 5 oktober 2019
pukul 18.47 WIB.


https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5b48a1b09c854/sanksi-bagi-oknum-polisi-yang-lakukan-kekerasan-kepada-masyarakat/
https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5b48a1b09c854/sanksi-bagi-oknum-polisi-yang-lakukan-kekerasan-kepada-masyarakat/

Dalam Penyelenggaraan Tugas kepolisian Negara Republik Indonesia

(Perkapolri 8/2009).

Ketentuan yang mengatur perilaku anggota polisi yang dituangkan
dalam bentuk kode etik profesi POLRI maupun peraturan disiplin yang
merupakan pedoman moral atau perilaku yang harus senantiasa dipegang teguh
oleh anggota polisi dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Namun, ada juga
anggota polisi yang berperilaku yang menyimpang. Sehingga melanggar kode

etik polisi, peraturan disiplin bahkan melanggar ketentuan hukum pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh setiap anggota Kepolisian akan
diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Yaitu diproses
dan diajukan didalam lingkup peradilan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam pasal 7 ayat 4 TAP MPR NO. VII/MPR/2000 tentang peran
Tentara Nasional Indonesia dan Peran kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagai berikut “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada

kekuasaan peradilan umum”.®

Menegakkan suatu proses hukum bukan berarti harus menggunakan

upaya-upaya represif dalam bentuk kekerasan. Dalam konsep Due Process of

8 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Law penegakkan preventif sangatlah penting dalam semangat Restorative

Justice.?

Tugas utama polisi adalah melindungi dan mengayomi masyarakat,
namun kenapa pelanggaran justru terjadi oleh aparatnya sendiri. Salah satunya
juga disebabkan akibat kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap
mereka yang melakukan kesalahan sehingga tidak ada efek jera, ada banyak
kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat yang hanya diselesaikan dengan
“Kode Etik” saja padahal kelanjutan kasus tersebut bisa diproses secara hukum
pidana ketika ditemukan bukti-bukti tindak kekerasan. Dan juga dari data-data
statistik salah satu lembaga khusus yang menangani korban-korban
penganiayaan serta kekerasan yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah
kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap warga
sipil khususnya anak-anak meningkat setiap tahunnya, kasus penganiayaan
yang terjadi pada rentang tahun 2013-2014 mencapai 108 kasus. Meningkat
dari 100 kasus pada tahun 2012-2013, namun pada tahun 2016 terdapat 24.760
kasus kekerasan terhadap anak dan 35 persen diantaranya dilakukan oleh
anggota kepolisian , akan tetapi dari jumlah kasus tersebut hanya 20 persen saja

yang kasusnya dilaporkan kepada kepolisian. Terkhusus di Papua kasus

® Berdasarkan pada upaya preventif dalam konsep rehabilitasi dalam semangat restorative
justice sesuai pendapat Raymond R Swisher, (1988:230), Raymond, R Swisher and Christopher R
Dennison, Educational Pathways and Change in Crime Between Adolence and Early Adulthood,
Journal of Research in Crime and Deliquency, Vol. 53 (6) 840-871, Bowling Green State University,
Bowling Green, OH, USA, 2016, Him. 846.
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kekerasan dan penganiayaan terhadap anak oleh polisi meningkat dalam 3 (tiga)
tahun terakhir, Dan Tentunya bukan secara institusional kepolisian yang
bersalah, tetapi keberadaan personil yang melakukan kriminal tersebut telah

mencoreng nama baik korps'®

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menelaah lebih
lanjut permasalahan mengenai tindakan kekerasan terhadap warga sipil yang
pelakunya adalah penegak hukum (polisi) dan menuangkannya dalam sebuah
skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Penganiayaan Yang

Mengakibatkan Kematian Terhadap Anak Yang Dilakukan Anggota Polisi”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang ada diatas, maka adapun yang akan
menjadi rumusan masalah dalam penulisan skrispi ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap anggota kepolisian
sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap anak
dibawah umur?
2. Bagaimanakah praktek penegakan hukum pidana terhadap anggota
kepolisian sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan

terhadap anak dibawah umur?

10 Anonim, Voaindonesia, kasus penyiksaan oleh oknum polisi meningkat, diakses pada
tanggal 20 september 2019 pukul 01.30 WIB.
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C. Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu
antara lain:
1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana dalam kasus penganiayaan
anak yang dilakukan oleh anggota kepolisian.
2. Untuk mengetahui praktek penegakan hukum pidana dalam kasus
penganiayaan anak yang dilakukan oleh anggota kepolisian.
D. Manfaat Penelitian
Di dalam melakukan penelitian ini, diharapkan ada manfaat yang dapat
diambil baik bagi penulis sendiri maupun bagi orang banyak pada umumnya.
Manfaat penelitian ini di bedakan kedalam 2 (dua) bentuk:
1. Manfaat Teoritis
Manfaat dari penulisan penelitian ini ditujukan untuk memperoleh suatu
data atau penggetahuan yang dapat digunakan sebagai proses pembelajaran
yang dapat dibaca oleh masyarakat luas. Penelitian ini juga diharapkan
dapat memberikan kontribusi IImiah Hukum pada kajian tentang penegakan
hukum pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap anak
yang dilakukan oleh anggota polisi.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pihak
yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini, dan juga

memberikan wawasan kepada masyarakat umum untuk mengetahui
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penerapan hukum pidana dalam bidang penganiayaan anak yang dilakukan
oleh anggota polisi.
E. Kerangka Teori
Kerangka teori adalah susunan dari beberapa anggaran, pendapat, cara,
aturan, asas, keterangan, sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi
landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penulisan ini.
Maka dari itu, penulis menggunakan beberapa teori yaitu antara lain:
1. Teori Penegakan Hukum Pidana
Penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide
ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial yang menjadi
kenyataan. Dan juga penegakan hukum pidana merupakan suatu proses
dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma suatu
hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau
hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan juga
bernegara. Sebagai suatu proses yang bersifat secara sistematik, maka
penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum
pidana criminal law application yang juga melibatkan berbagai sub sistem
struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga

pemasyarakatan.!!

11 Delllyana, shant, Konsep Penegakan Hukum.Liberty, Yogyakarta, 1998, HIm. 32
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F.

2. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh
setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk
mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan
hidup sesuai dengan hak-hak asasi nya.'? Asasi yang ada sebagaimana
diatur dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia. Pasal 59 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak mengatur bahwa pemerintah dan lembaga Negara
lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan
perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak korban
kekerasan atau penganiayaan. Dan juga peran penting dari segala aspek
turut andil dalam memberikan perlindungan hukum.

Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, agar tidak terlalu luas dan

tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan permasalahan maka ruang lingkup

penulis skripsi ini dibatasi pada penegakan hukum pidana dan prakteknya

terhadap Penegakan Hukum Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan

Kematian Terhadap Anak Yang Dilakukan Anggota Polisi.

Him. 14

12 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 2000,
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G. Metode Penelitian
Penelitian adalah suatu ilmiah yang berkaitan langsung dengan analisis
dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Normatif-
Empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) yang juga mencakup
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan
juga didukung dengan data empiris®® yang diperoleh langsung dari
lapangan. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan
menggunakan metode penelitian ini untuk meneliti dan menulis
pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan
metode penelitian hukum normatif-empiris dalam upaya penelitian dan
penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian
yang dibutuhan penulis.
2. Data dan Sumber Data

Bahan atau data yang dicari berupa data yang terdiri dari:

13 Usmawadi, Petunjuk Penulisan limiah Bidang Hukum Dalam Materi Pendidikan dan
Kemahiran Hukum, Laboratorium hukum, Edisi Revisi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
Palembang, February, 2008-2009, HIm. 263
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a) Bahan Hukum Primer

Yaitu merupakan bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam

penelitian'4, yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-

undangan, norma, kaidah-kaidah dasar, peraturan dasar, bahan hukum

yang tidak dikodifikasi, dan juga traktat. Dalam penelitian ini bahan

hukum primer yang berhubungan dengan perlindungan anak,

penganiayaan yang dilakukan anggota kepolisian dan peraturan lainnya

yang terkait. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah

sebagai berikut:

1.

2.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi
Konvensi Hak Anak

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14
tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik

Indonesia

14 Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2004, Him. 31
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7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi
Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas kepolisian Negara
Republik Indonesia

8. Studi Putusan Nomor: 969 K/Pid.Sus/2010

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum atau doktrin
atau teori-teori. Dalam penelitian ini berupa literatur yang berkaitan
dengan perlindungan anak, penganiayaan anak yang dilakukan anggota
kepolisian, literatur yang digunakan antara lain: hukum, hasil
penelitian, artikel ilmiah, buku, jurnal ilmiah baik secara nasional
maupun internasional, skripsi, tesis, dan juga makalah.*®

Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan
petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
misalnya: kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan
sebagainya agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat
dengan permasalahan-permasalahan penelitian di atas. Bahan hukum
sekunder perlu didukung dengan data primer dalam membahas skripsi

ini.

Him. 93

15 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009,
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3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pengumpulan data skripsi dilakukan di Polres

wilayah Kabupaten Ogan llir.

4. Populasi dan Sampel

a)

b)

Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang
sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup dan mati),
kejadian, kasus-kasus, waktu, dan tempat, dengan sifat atau ciri yang
sama.'® Populasi dalam penelitian ini yaitu pejabat Kepolisian wilayah
Ogan llir.

Sampel

Sampel adalah penarikan dari suatu populasi untuk dijadikan suatu
objek guna keperluan penelitian.t” Penulis menggunakan Simple Non
Random Sampling yaitu metode Purposive Sampling  yang
menetapkan Teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang
mewakili jumlah yang ada, dimana kategori sampelnya sudah

ditetapkan sendiri oleh penulis untuk diteliti yaitu pejabat Kepolisian.

16 Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, HIm. 118
17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta, Rineka Cipta,

2006, HIm. 173
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5. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi ini,
maka digunakanlah metode pengumpulan data dengan cara suatu metode
kepustakaan yaitu dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis
buku-buku, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet, dan
juga bahan-bahan lain yang berhubungan langsung dengan materi yang
dibahas dalam skripsi ini. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini juga
mengumpulkan data hasil wawancara yang dilakukan dari lapangan.
6. Analisis Data

Penelitian hukum normatif-empiris yang menelaah data sekunder dan data
primer menyajikan data berikut dengan analisisnya. Metode analisis data
yang dilakukan dengan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan
secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan terbagi 2 yaitu metode
penarikan kesimpulan secara deduktif dan induktif. Metode penarikan
kesimpulan secara deduktif adalah metode berfikir yang menerapkan hal-
hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusya dihubungkan dalam
bagian-bagian nya yang khusus. Metode penarikan kesimpulan secara
induktif adalah metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari
hal-hal khusus ke umum. Penarikan kesimpulan terhadap data yang telah
dikumpulkan dengan mempergunakan metode penarikan kesimpulan
secara deduktif maupun induktif sehingga akan dapat menerangkan

jawaban terhadap permasalahan yang disusun.
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